KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA

NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SAMARINDA

TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA,

Menimbang

Mengingat

1.

bahwa  untuk  menciptakan tertib administrasi,
akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan Dana Hibah
terkait Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil
Wali Kota Samarinda Tahun 2024;

bahwa Aparatur Sipil Negara yang nama,
pangkat dan jabatannya tercantum dalam
Diktum KESATU Keputusan ini dipandang
cakap dan mampu untuk diangkat dan
ditetapkan sebagai pejabat sebagaimana
dimaksud pada huruf a;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Keputusan
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda
tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara
Pengeluaran Pembantu Pemilihan Wali Kota dan Wakil

Wali Kota Samarinda Tahun 2024;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Rapublik Indonesia tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004

tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara




Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun
2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6547);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun
2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun
2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden



Menetapkan

Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 63);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020
tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21
Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun
Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 363);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024
tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota
dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1394 Tahun
2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Hibah di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SAMARINDA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PEMILIHAN WALI
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SAMARINDA TAHUN 2024.



KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Menunjuk dan mengangkat:

Nama : Indriyani Astinie, S.E.
NIP -
Jabatan : Pelaksana

sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Pemilihan Wali Kota
dan Wali Kota Samarinda Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kota Samarinda.

Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU mempunyai tugas yang diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU diberikan honorarium sebesar Rp1.150.000,00/bulan
sejak tahapan dimulai hingga berakhirnya tahapan Pemilihan
Wali Kota dan Wali Kota Samarinda Tahun 2024.

Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya
Keputusan ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Komisi
Pemilihan Umum Kota Samarinda Tahun 2024 sesuai dengan
Standar Biaya Masukan yang berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda

pada tanggal 21 Maret 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA,

ttd.

UNI EKA WIRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA




